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PENDAHUL,UAN \\ o SO s /

Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai kesad aran hukum, sebenarnya kita
tidak terlibat dalam persoalan hukum an-sich melainkan
dalam masalah yang lebih 1luas lagi yakni kompleksitas
faktor pendukung untuk mengetahuil secara pasti bagaimana
sebenarnya bobot kesadaran hukum yang ada. Jadi di sini
kita juga harus mampu menjangkau disiplin ilmu sosial
lain seperti sosidlogi hukum, antropologi hukum, psikologi
hukum dan lain-lain yang saling berhubungan.

Dengan demikian, maka kita sebenarnya hendak menyo-
roti hukum sebagai suatu produk proses sosial bukan seba-
gai sistem normatif belaka.

Satjipto Rahardjo (1980 : 61) dalam melihat hukum
sebagai suatu produk proses sosial mengemukahkan bahwa :

Apabila hukum dikaji sebagal kenyataan yang demikian

itu memang ada kebutuhan untuk memperluas pers-

pektif penglihatan kita kepadanya. Artinya kon-
sistensi logis susunan peraturan-peraturannya. Dan
sekarang kita akan mengamati hukum itu juga sebagai

aspek dari proses: hubungan antar manusia di da-
lam masyarakat baik secara individu maupun secara

institusional.

Pembahasan terhadap hukum yang demikian akan lebih
nampak relevansinya dalam pembicaraan efektivitas hukum
dari pada kita memahami hukum hanya sebagal sistem :narma-

tif;;karena pada prinsipnya bahwa hukum selalu mengikuti



setiap perubahan sosial yang berarti ia merupakan nilai-
nilai yang dipilih dari proses-proses soaial yang terjadi .

Dari rangkaian pernjataan umum di atas, dengan sen-
dirinya lahir pula permasalahan bahwa adakah hukum itu
tidak disadari sedangkan ia hidup dan berkembang dalam
masyarakat ?. Dalam usaha memberi Jjawaban permasalahan
tersebut maka haruslah dilakukan identifikasi kenyataan-
kenyataan yang menunjukkan kadar kesadaran hukum itu
sendiri .dalam masyarakat.

Kenyataan-kenyataan. itu misalnya dalam bentuk konflik:
sosial yang terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dalam
masyarakat, tetapi sebaliknya ada pula yang menyatakan bah-

‘wa konflik sosial terjadi justru karena adanya kesadaran
hukum dalam masyarakat. Pernyataan yang secara - - diametral
bertentangan ini nampaknya pihak pemerintah punya kecende-
rungan pada pernyataan yang pertama. Hal ini secara jelas
dapat dilihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara me-
nyangkut pembangunan bidang hukum yang antara lain dirumus-
kan @

... €. Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk men-
capal kadar kesadaran hukum yang tinggil dalam masya-
rakat, sehingga setiap anggpta masyarakat menyadari
dan menghayati hak dan kewajibannya sebagal warga ne-
gara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan - per-
lindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ke-
tertiban, ketentraman dan kepastian hukum serta ter-
bentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia
yang taat pada hukum.

Konsepsi ini mengandung makna bahwa di Indonesia



masih banyak anggota masyarakat yang kadar kesadaran hu-
kumnya masih relatif rendah, yakni dapat dilihat dari tiada
nya penghayatan terhadap hak dan kewajiban sehingga kondisi
demikian dapat menyebabkan kendornya penegakkan hukum dalam
masyarakat yang menyebabkan tak tercapainya keadilan, tidak
adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
kurangnya ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum, Kea-
daan-keadaan tersebut adalah mendorong perlunya pembentukan
perilaku warga negara yang taat pada hukum. -

Beranjak dari upaya ideal yang digambarkan . di atas
maka pemerintahpun kini telah melakukan penyuluhan hukum
dengan beraneka ragam cara yang ditempuh antara lain mela-
lui media televisi.

Bagaimana efektivitas media televisi di dalam usaha
meningkatkan kesadaran hukum sudah barangtentu tidak harus
dinilai secara terpisah dari berbagai aspek pendukung. Da-
lam rangka itu perlu dikaji mengenai bagaimana pengaruh
hukum terhadap perilaku manusia, partisipasi masyarakat,
faktor-faktor perilaku sosial, peranan fungsi sosial dan
alat komunikasi serta bagaimana pula kesadaran hukum itu;
ini dikaji keseluruhannya dan dikaitkan dengan efektivitas
hukum.

Media televisi sebagal salah satu media massa adalah

suatu kemajuan dalam bidang teknolegi yang sudah barang-

tentu mempunyal pengaruh tersendiri dalam masyarakat. Itu-




lah yang henéak penulis beberkan dalam skripsi ini sehingga
dapat diketahui efektivitasnya dalam upaya meningkatkan
kesadaran hukum.

Media televisi sebagai salah satu sarana komunikasi
yang dalam bidang hukum diarahkan pada upaya meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang dikehendaki
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Akan tetapi kenyataan menunjukkan sering .timbulnya
perbincangan di kalangan masyarakan yang disebabkan oleh
acara yang disajikan pada layar televisi. Di sinilah letak
perlunya kajian yang mendalam mengenai bidang pertelevisian
dengan memperhatikan secara hati-hati keterkaitannya de-
ngan kesadaran hukum., Efektivitas penyuluhan hukum melalui
media televisi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum ma-
syarakat hendak penulis telusuri serta menganalisisnya dari
sosiokultural dan psikologi sosial dengan menggunakan bebe-
"rapa didiplin ilmu sosial seperti telah disebutkan tertebih
dahulu, |

Di samping .:itu penulisan ini akan dititikberatkan
pula pada upaya mengungkap pengaruh positif dan negatif
yang ditimbulkan media televisi dengan mengidentivikasi ke-
nyataan-kenyataan yang terjadi dan berkaitan dengan ka-
dar kesadaran hukum masyarakat.

Kajian ini akan mencoba pula mengungkapkan bahwa ke-

patuhan hukum bagi setiap anggota masyarakat tidak dapat
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terlepas dari kadar kesadaran hukumn a,fq;dangﬁgpdéadar
kesadaran hukum seseorang tidaklah berdiri i me-
lainkan ia hanya sebagai subsistem dari kompleksitas sis-
tem kehidupan sosial.

Jadi dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa
kesadaran hukum seseorang anggota masyarakat ataupun ke-
lompok sosial dapat diharapkan lahir manakala kondisi-kon-
disi sosial yang ada dapat mendukung sepenuhnya ke arah
itu sebab ada dugaan bahwa kecenderungan untuk melakukan
pelanggaran hukum disebabkan karena kondisi-kondisi sosial
yang kurang bahkan tidak berimbang dengan ide ke arah ter-
capainya hukum yang efektif dalam masyarakat.

Media televisi sebagai salah satu alat komunikasi
dan bahkan digunakan sebagai salah satu sarana penyuluhan
hukum, namun pada sisi lain kadang kala acara yang disaji-

kan justru bersifat kontradiktif dengan kultur masyarakat.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang digambarkan di atas
maka untuk mengetahui hal-hal yang terselubung dibalik itu
semua perlu ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh media televisi dalam upaya mening-
kan kesadaran hukum ?.
2. Apakah materi dan penyajian acara pada media televisi
dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kesadaran hu-

kum masyarakat sudah sesual ?.
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1.3 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini digunakan metode
yang bersifat menerangkan (eksplanatoris) yakni menguji
ke benaran pernyataan-pernyataan yang telah ditetapkan
dengan melihat dua variabel yang saliﬁg berpengaruh dalam
hubungan kausalitas.

,Ada variabel yang terdapat di balik efektivitas me-
dia televisi yang berkaitan dengan kesadaran hukum masya-
rakat dan itulah yang disebut variabel bebas (independent
variable) dan yang bersifat mempengaruhi variabel terke-
kang (dependent variable) yang penulis nyatakan dalam
latar belakang masalah di atas.

Pemilihan dan penentuan materi acara media televi-
si yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat nam-
paknya masih kurang tepat, sehingga masih dijumpai penga-
ruh yang bersifat negatif. Hal ini disebabkan tiadanya
pemahaman yang mendalam terdap kultur masyarakat.

Saling mempengaruhi antara dua variabel tersebut
masih perlu diuji kebenarannya, demikian pula masing-
masing variabel tidak apriori kita nyatakan bahwa itu ada,
sebab untuk mengetahui ada tidaknya variabel itu masih
diperlukan pembuktian. Sasaran yang digunakan dalam mene-
rapkan metodologi dan menguji kebenaran variabel-variabel
tadi adalah penelitian kepustakaan (library _ _ research)

yakni dapat dilakukan masing-masing dengan Jjalan membaca



o

literatur, berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan ma-
kalah. Sedangkan p enelitian lapang (field research) yakni
dapat dilakukan dengan melalui wawancara maupun dengan
mengedarkan kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian serta menganalisisnya
kemudian penulis memberikan simpulan yang bersifat induktif,
ke mudian simpulan itulah yang menjadi dasar bagi penulis

dalam mengajukan saran sebagai jalan pemecahan masalah.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah memberikan sum-
bangsi berupa masukan-masukan yang bersifat konstruktif ke-
pada pemerintah khususnya Departemen Penerangan Republik
Indonesia dalam menentukan alternatif yang - lebih efektif
acara-acara televisi yang berkaitan dengan kesadaran hukum
masyarakat.

Pemilihan dan penentuan acara televisi yang Dberkaitan
dengan kesadaran hukum masyarakat akan lebih tepat setelah
dilakukan pe nelitian dan pembahasan yang mendalam, sehingga
dengan demikian penulisan ini juga bertujuan agar dalam ke-
pekaan dalam melihat dan menganalisis kenyataan-kenyataan
sosial pada umumnya dan khususnya yang bersangkut paut de-
ngan upaya meningkatkan kesadaran hukum dapat lebih diting-
katkan.

Adapun kegunaan penulisan ini antara lain dapat mem-



perkaya pustaka sosiologi hukum, Antropologi hukum dan
psikologi sosial, khususnya dalam kaitannya dengan ﬁertele-
visian.

Kegunaan lain bahwa dalam rangka efektivitas penyu-
luhan hukum melalui media televisi dalam upaya meningkatkan
ke sadaran hukum, maka tulisan dapat digunakan untuk mere-
visi materi-materi acara televisi yang berkaitan dengan pe-

ningkatan kesadaran hukum masyarakat.




BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh Hukum dan Pengukurannya

Hukum, baik sebagai kaedah maupun sebagai perilaku
teratur di dalam masyarakat, salah satu fungsinya adalah
membimbing perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-ha-
ri baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok
sosial.

Bagaimana kekuatan suatu kaedah hukum dalam memben-
tuk atau membimbing perilaku manusia, hal ini merupakan
studi hukum secara ilmiah dan dalam kerangka itu juga
berarti akan dibicarakan terhadap proses sosial.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hukum terhadap
perilaku manusia masalahnya cukup kompleks. Masalah-masa-
lahnya menurut Soerjono Soekanto (1985 : 3) antara lain :

A, Di dalam kondisi-kondisi Yyang bagaimanakah ma-

nusia mempergunakan hukum ?

B. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah tim-

bul reaksi terhadap hukum ?

C. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manu-

sia menentang hukum ?

D. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manu-

sia menyalahgunakan hukum ?

E. Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manu-

gia tidak mengacuhkan hukum ?

Dari lima permasalahan yang dikemukakan oleh ‘beliau
di atas, maka penulis berpendapat bahwa sungguh amat su-
1it untuk mengadakan pengukuran yang pas terhadap penga-

ruh hukum, sebab ia bisa bervariasi. Jika untuk mengeta-
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hui pengaruh hukum dengan jalan mengamati perilaku yang
nyata dari seseorang,.maka bisa di situ kita menjumpai
kenyataan yang bervariasi; Penulis memberi contoh yang se-
derhana misalnya : si A sebagai pemimpin barisan memerin-
tahkan kepada seluruh anggota barisan supaya maju selang-
kah ke depan, kenyataan yang timbul tidak semua anggota
barisan mengikuti perintah pemimpin tersebut, tetapi ada
10 % yang tetap saja di tempat, 30 % mundur selangkah, 20
% bahkan keluar dari barisan dan 20 % lainnya lagi maju
lebih dari selangkah.

Jika perintah si A di atas kita samakan dengan suatu
kaedah hukum dan kelompok barisan adalah anggota-anggota
masyarakat, maka betapa bervariasinya reaksi yang timbul
di dalam masyarakat menghadapi kaedah hukum tersebut. Ken-
datipun hukum tidak akan sederhana contoh di atas, namun
dalam hal-hal yang sederhana pun realitas pengaruh hukum
dapat dijumpai.

Menurut hemat penulis, sekalipun pengaruh hukum itu
sangat bervariasi bentuknya, namun dapat digolongkan da-
lam dua golongan jika dalam pengukurannya kita memakal
dasar tujuan hukum itu sendiri, sekalipun dengan berdasar
pada tujuan hukum menurut Soerjono Soekanto (loc, cit :
14) itu belum cukup untuk mengadakan pengukuran yang be-
nar dan tepat terhadap pengaruh hukum.

Kategori pengaruh hukum yang dimaksud di atas yakni;




1. Pengaruh hukum yang bersifat positif.

2. Pengaruh hukum yang bersifat negatif.

Hukum dapat dikatakan berpengaruh positif manakala
perilaku yang timbul dari padanya sesuai dengan nilai-ni-
lai yang terkandung dalam kaedah hukum itu sendiri. Salah
satu contoh kaedah hukum misalnya pasal 362 KUH Pidana,
Sugandhi (1980 : 154) berbunyi :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh-
nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan mak-
sud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam
karena pencurian, dengan pidana penjarah paling la-
ma lima tahun atau denda paling banyak enam puluh
rupiah.

Nilai yang terkandung dalam kaedah hukum tersebut
adalah ketentraman seseorang dalam memiliki harta benda
mutlak diperlukan. Jadi dengan lahirnya kaedah hukum ter-
sebut orang menjadi sadar untuk tidak melakukan pencu-
rian, maka pengaruh hukum dalam bidang pengamanan harta
benda bersifat positif.

Sebaliknya hukum dapat dikatakan berpengaruh nega-
tif manakala dengan lahirnya suatu kaedah hukum dalah bi-
dang perlindungan harta benda justru pencurian menjadi
merajalela dalam masyarakat.

Selanjutnya suatu kaedah hukum dapat berpengaruh
positif jika dalam pembentukannya diperhatikan kondisi-
kondisi sebagal berikut

1. Hukum harus dapat dikomunikasikan.

Komunikasi 1itu sendiri adalah suatu proses  pe-
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nyampaian dan penerimaan simbol-simbol yang me-
ngandung makna tertentu adalah suatu kaedah hu-
kum. Sedangkan komunikasi mempunyai tujuan untuk
terciptanya pemahaman yang sama mengenai suatu
kaedah hukum; dengan tujuan agar dapat terjadi
perkembangan pikiran dan perilaku. Komunikasi hu-
kum lebih banyak tertuju pada sikap, karena sikap
sebagai gambaran kesiapan mental sehingga sampai-
lah seseorang pada kecenderungan untuk menyum-
bangkan pikiran yang baik atau buruk yang pada
akhirnya terwujud dalam pikiran yang nyata. Dalam
proses komunikasi hukum menurut Soerjono Soekanto
(loc. cit. : 18) harus diperhatikan beberapa fak-
tor penting, yakni :

1. Kemungkinan untuk mengadakan komunika-
si secara langsung. Dalam hal ini perlu
diperhatikan masalah kepercayaan kepada
komunikator, daya tarik maupun kewibawa-
annya. Cara yang dapat ditempuh adalah
antara lain :

2. Besar kecilnya jumlah penerima pesan
atau audience; semakin kecil jumlah pe-
nerima pesan semakin efektif komunikasi
hukum tersebut.

3, Isi pesan adalah sekhusus mungkin di
dalam hal ini, maka sebaiknya diperguna-
kan Jjalan pikiran yang bersifat induk-

" tif.

L. Memperhatikan relevansi pesan dari sudut
penerima pesan.

5. Kesederhanaan bahasa dan pemahamannya.

2. Subyek hukum harus memiliki kemampuan .untuk me-

laksanakan atau tidak melaksanakan hal yang dia-
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tur oleh hukum.

%, Hal-hal yang harus menjadi pendorong bagi manusia
untuk berperilaku.
Mungkin seseorang berperilaku sesuai aturan hukum
karena perhitungan untung rugi; artinya dia  akan
lebih beruntung patuh pada hukum daripada ia me-
langgar hukum. Ada juga seseorang patuh pada hukum
karena hendak menjaga hubungan baik dengan aparat
pemerintah maupun dengan sesama anggota masyarakat
Ada juga seseorang patuh pada hukum karena memang
hukum itu sesuai hati nuraninya; atau -bisa juéa
orang patuh pada hukum karena adanya unsur-unsur
tekanan dari pihak penguasa dan lain-lain.
Masing-masing faktor pendorong tersebut mempunyail
konsekuensi sendiri-sendiri yang apabila tidak di-
perhatikan, maka terjadi benih bagi timbulnya pe-
langgaran hukum.

Ada kecenderungan dewasa ini di Indonesia di dalam
proses pembentukan hukum nampaknya ‘tidak - memperhatikan
faktor-faktor pendukung agar hukum bisa berpengaruh positif
dalam masyarakat; sehingga penerapan perundang-undangan ter-
tentu menelan biaya sosial yang amat besar, di samping me-
rosotnya kewibawaan hukum dalam masyarakat selalu terjadi.

Berdasarkan uraian sekitar pengaruh hukum sebagaima -

na dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk me-
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lakukan pengukuran terhadap pengaruh hukum dalam masyarakat
dapat didasarkan pada tujuan hukum itu sendiri kendatipun
hal ini hasilnya juga tidak akan bersifat menyeluruh. Arti-
nya tidak selamanya pengukuran pengaruh hukum dapat dilaku-
kan dengan mendasarkan pada tujuan hukum itu sendiri, sebab
tujuan hukum juga tidak selamanya tetap, tetapi tergantung
pada ketentuan kondisi setempat dan waktu tertentu.

Sehubungan dengan itu pula, maka penulis sependapat
dengan Soer jono Soekanto (op. cit. : 14-15) dalam hal peng-
ukuran terhadap pengaruh hukum di samping tujuan hukum di-
tetapkan sebagai dasar pengukuran diperlakukan juga syarat-
syarat lain untuk mencapai hasil yang lebih benar. Syarat-
s yarat lain yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto pada po-
koknya bahwa perlu juga diperhatikan yang diamati adalah
perilaku nyata yang dapat diamati. Maksudnya suatu perilaku
yang dapat diamati dengan panca indera.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perbandingan
antara suatu perilaku setelah diatue oleh hukum dengan se-
belum adanya aturan hukum. Misalnya seandainya tidak ada
peraturan lalu lintas apakah orang juga meampergunakan Jja-
lan secara teratur.?. Atau perlu pula diperhatikan bahwa
dengan adanya suatu aturan hukum, maka suatu perilaku yang
sebelumnya tidak dilarang menjadi perilaku yang terlarang
dan diancam dengan hukuman; seperti peraturan pemerintah

(PP) No. 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan.
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Sebelum adanya peraturan tersebut pene aggaéﬂhuﬁaﬁm /
;‘(?P T . a“ 'r
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atau pemungutan hasil hutan oleh warga masyar

tergolong sebagai kejahatan, tetapi setelah lahirnya per-
aturan tersebut, maka perilaku warga dalam mengolah hasil
hutan tergolong sebaéai ke jahatan, kecuali hal itu dilaku-
kan dengan izin pejabat yang berwenang.

Hal yang tak kala pentingnya pula untuk melakukan
pengukuran terhadap pengaruh hukum dalam masyarakat adalah
mengenai tingkat kesadaran hukum warga masyarakat, perlu
diketahui apakah seorang patuh pada suatu aturan hukum
atas kesadaran sendiri setelah ia memahami isi dari suatu
aturan hukum. Ataukah dalam kepatuhannya terhadap hukum
hanya karena ikut-ikutan pada perilaku orang banyak. Jadi
seseorang yang berperilaku sesuai ketentuan hukum belum
tentu berarti dia mengetahui dan karenanya menyadari atur-
an hukum itu, boleh jadi dia berperilaku sesuai aturan hu-
kum karena hanya semata-mata mengikuti perilaku orang ba-
nyak dalam masyarakat, akan tetapi kapan waktu dia tidak
berada lagi dalam lingkungan orang banyak, maka dia akan
berperilaku lain atau menyimpang dari ketentuan hukum na-
mun perilaku menyimpang ini Juga dia sendiri tidak menge-
tahuinya bahwa ia telah melanggar hukum. Paling tinggi
yang ada dalam ingatannya bahwa perilakunya saat kini te-
lah berbeda dengan perilaku orang banyak yang pernah di-
lihat dan diikutinya.
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Sebaliknya bahwa orang yang berperilaku menyimpang
dari suatu ketentuan hukum tidak selamanya mereka adalah
orang-orang yang tidak tahu atau mengerti hukum, Kenyataan
banyak kita jumpai dalam masyarakat orang-orang yang mela-
kukan kejahatan korupsi dan manipulasi keuangan negara
justru mereka adalah sarja hukum atau mereka adalah hakim,
jaksa dan polisi sebagai aparat penegak .hukum., Hal-hal
yang demikian memberikan keyakinan kuat kepada penulis
bahwa tingkat kesadaran hukum warga masyarakat mutlak di-
perlukan dalam upaya melakukan pengukuran terhadap penga-
ruh hukum, Sulit dibanta jika penulis berpendapat bahwa
timbulnya korupsi dan manipulasi terhadap keuangan negara
adalah merupakan salah satu pengaruh hukum itu sendiri.
Mungkin kebutuhan para pejabat atau pegawai negeri dan
yang dipersamakan tidak terpenuhi lagi karena gaji mereka
terlalu rendah, sehingga peraturan mengenai penggajian pe-
gawai mutlak diperlukan perubahannya. Mungkin pula negara
belum mampu untuk memberikan gaji yang tinggi kepada mere-
ka karena anggaran belanja negara masih amat terbatas, se-
hingga dengan demikian perubahan-perubahan peraturan me-
ngenai sumber daya ekonomi negara seperti undang-undang
perpajakan, undang-undang penanaman modal dalam negeri,un-
dang-undang bea dan lain-lain sebagainya mutlak diperlukan
Bukan hanya sampai di situ, melainkan juga harus diperha-

tikan titik kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat
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sehingga dapat ditentukan dengan tepat besarnya pajak-pa-
jak yang mereka harus bayar kepada negara dan seterusnya,

siklus demikian tidak akan habis-habisnya.

Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam suatu masyarakat berkait-
an erat dengan partisipasi masyarakat hukum di mana tem-
pat hukum itu diberlakukan. Pembicaraan mengenai efekti-
vitas hukum, akan lebih jelas arahnya jika kita berangkat
dari proses pembentukan hukum. Sedang telaah mengenail
peoses pembentukan hukum berarti kita sedang dalam pem-
bicaraan mengenai strategi pembangunan hukum dalam suatu
negara.

Yang dimaksud dengan strategi pembangunan hukum da-
lam hal ini adalah segala upaya yang dilakukan oleh  .ke-
lompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berke-
naan dengan permasalahan bagaimana hukum itu dioentuk,
dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam
suatu proses polotik.

_ Dari sudut prespektif sejarah, John Henry Merryman
(Abd. Hakim G. Nusantara, 1983 : 55) melihat adanya dua
model strategi pembangunan hukum yaitu strategi pemba-
ngunan hukum ortodoks dan strategli pembangunan hukum res-

ponsif.
Kemudian Abd. Hakim G. Nusantara (ibid) secara
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gamblang menjelaskan masing-masing model pembangunan hukum
tersebut sebagai berikut

Strategi pembangunan hukum ortodoks mengandung ciri-
ciri mutlak lembaga-lembaga negara (pemerintah dan
parlemen) dalam menentukan arah perkembangan hukum
dalam suatu masyarakat. Hukum yang dihasilkan oleh
strategi ini bersifat positivis instrumentalis. Hukum
menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan
program negara. Dalam pengertian yang demikian itu
baik tradisi hukum kontinental (civil law) maupun
tradisi hukumsosialis (socialist law) dapat dikatakan
sebagail penganut strategi pembangunan hukum ortodoks.
Baik dalam tradisi hukum kontinental maupun dalam
tradisi hukum sosialis peranan lembaga-lembaga negara
(pemerintah dan parlemen) sangat dominan.

Jadi jika pembangunan hukum ortodoks yang dianut
dalam suatu negara, maka jelaslah bahwa partisipasi ma-
syarakat mayoritas sama sekali tidak ada. Lain halnya jika
kita menganut strategi pembangunan hukum responsif, dalam
hal ini coba diperhatikan penjelasan lebih lanjut Abd.Hakim
G. Nusantara (loc. cit. : 55) sebagai berikut :

Strategi pembangunan hukum responsif mengandung ciri-
ciri adanya peranan besar lembaga peradilan dan par-
tisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu
individu di dalam masyarakat dalam menentukan arah
perkembangan hukum. Ini berarti peranan lembaga-lem-
baga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentu -
kan arah perkembangan hukum menjadi lebih efektif.
Adanya tekanan yang ditimbulkan oleh partisipasi luas
masyarakat dan kedudukannya memungkinkan lembaga-len-
baga menjadi kreatif, khususnya dalam menghadapi ber-
bagai konflik yang timbul. Keadaan yang demikian me-
mungkinkan dihasilkannya produk hukum yang bersifat
lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari ber-
bagai kelompok sosial atau individu dalam masyarakat
Dalam pengertian seperti ini tradisi hukum adat (coz-
mon law) dapat dikatakan sebagai pengaruh model stra-
tegi pembangunan hukum responsif.

Bertitik tolak pada pengertian dan ciri-ciri  stra-
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tegi pembangunan hukum seperti penulis kutip di atas maka
dapatlah kita menguatkan asumsi bahwa model strategi pemba-
ngunan hukum responsif akan lebih efektif di dalam masyara-
kat karena kaedah hukum yang dihasilkan oleh strategi  ini
nilai-nilai dan cirinya didominasi hukum adat (common law).
Model strategi pembangunan hukum responsif, hemat penulis
lebih tepat diterapkan di Indonesia, yakni dengan jalan
membangkitkan kreativitas lembaga-lembaga peradilan, peran-
an lembaga-lembaga sosial harus lebih besar dan  keterli-
batan individu-individu dalam kelompok sosial mutlak diper-
lukan; sebab dengan jalan seperti ini kita dapat menghasil-
kan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup
dan dipertahankan dalam masyarakat Indonesia.

Model strategi pembangunan hukum responsif ini = ter-
'kandung pula dalam pendapat Achmad Ali di mana beliau tidak
menyetujui pendapat konvensional yang sering membedakan hu-
kum atas-bawah dan hukum bawah atas, (1988 : 22) berpenda-
pat :

Penulis tidak sependapat lagi dengan pandangan yang
membedakan hukum atas-bawah dan hukum bawah-atas itu,
dengan alasan bahwa ciri-ciri demokrasi modern se-
karang menginginkan masuknya unsur-unsur sosial ke
dalam perundang-undangan. Dengan lain perkataan, se-
kalipun undang-undang lahir melalui suatu prosedur
yang cukup birokratis, namun harus memperhatikan pula
kebutuhan warga masyarakat. Ini berarti, hukum tertu-
1is atau undang-undang memiliki sifat '"bawah-atas".

Penulis pun sependapat dengan beliau dalam hal ter-

sebut, sebab terlepas dari proses pembentukan hukum tertu-
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lis yang menginginkan masuknya unsur-unsur sosial sebanyak-
banyaknya, maka kita masih dapat menemukan dalam undang-un-
dang sendiri mengenai perlunya unsur-unsur sosial budaya
masyarakat harus selalu diperhatikan. Misalnya dapat kita
jumpai dalam pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentu-
an-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

(1) Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang
tidak tertulis, serta berada dalam masa pergola-
kan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan
penggali dari nilai-nilai hukum yang hidu dikala-
ngan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-
tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan
mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Ha-
kim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan
hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut hemat penulis, bahwa kendati pun suatu undang
undang mengandung ciri-ciri ortodoks dalam arti kata bahwa
proses pembentukannya didominasi oleh lembaga-lembaga nega-
ra dan parlemen, namun penerapannya oleh hakim selalu meng-
uji ‘aturan perundang-undangan itu dengan hukum dan dan rasa
keadilan rakyat. Jadi meskipun ada undang-undang tetapi di-
rasakan tidak adil di dalam masyarakat, maka hukum dan pe-
rasaan keadilan masyarakatlah yang harus diikuti oleh hakim

Bertitik tolak pada uraian menyangkut model strategi
pembangunan hukum seperti telah diuraikan di atas, maka se-
benarnya sejak awal proses pembentukan suatu aturan hukum
telah dapat kita memberikan penilaian apakah hukum itu akan
efektif dalam masyarakat atau tidak. Jika dalam pembentuk =

nya keterlibatan lembaga-lembaga negara dan parlemen bersi-
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fat menopoli, maka hukum yang dihasilkan kelak tidak akan
efektif; sebaliknya Jjika dalam pembentukan suatu aturan
hukum partisipasi kelompok-kelompok sosial dan individu-
individu cukup besar, maka hukum yang dihasilkan kelak
akan efektif dalam masyarakat, sebab kaedah hukum yang

bersangkutan selaras dengan nilai-nilai hukum dan rasa ke-

adilan masyarakat itu sendiri.

Faktor-Faktor Psiko-Sosial Terhadap Efektivitas Hukum

Untuk mengetahui adanya faktor-faktor psikologi so-
sial terhadap efektivitas hukum, ada baiknya kalau terle-
bih dahulu memberikan definisi tentang psikologi sosial
agar dapat diketahui luas cakupannya dan melihat kaitan-
nya dengan efektivitas hukum.

Sarlito Wirawan Sarwono (1987 : 3) secara lengkap
mengutip devinisi psikologi sosial yang dikemukakan oleh
beberapa pengarang seperti berikut

"Social psychology is scientific study of the
experience and behavior of individuals in relation
to social stimulus situations" (Sherif & Sherif,
1956, hlm 4.)

"Social psychology can be defined as the sci-
ence of interpersonal behavior events" (Krech,
Crutchfield, & Ballachey, 1962, hlm. 5).

"Social psychokology is the scientific’ study
of human interaction" (Waston, 1966. hlm. 1).

"Social psychology is the study of the indi-
vidual human being as he interacts, largely simbo-
lically, with his enviroment" (Dewey & Humber, 1966
hlm. 3).

"Social psychology is a subdiscipline of psy-
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chology that especially involves the scientific
study of the behavior of individuals as a function
of social stimuli" (Jones & Gerard, 1967, hlm. 1).

"Social psychology is the scientific study of
the experience and behavior or individuals 1in cul-

ture" (Mc. David & Harari, 1968, hlm. 13).

Dari definisi tersebut di atas, maka Sarlito Wira-
wan Sarwono melihat adanya tiga wilayah studi psikologi
sosial, yakni :

1. Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses

individu,

2. Studi tentang proses-proses individual bersama.

3, Studi tentang interaksi kelompok.

Berdasarkan analisis beliau tentang wilayah studi
psikologi sosial, maka lebih jauh beliau memberikan defi-
nisi (loc. cit. : 4) bahwa psikologi sosial didefinisikan
sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku in-
dividu sebagai fungsi dari rangsangan-rangsangan sosial.

Bertitik tolak pada psikologi sosial tersebut, maka
penulis berpendapat pula bahwa setiap rangsangan sosial
yang bersifat mempengaruhi tingkah laku individu akhirnya
terwujud dalam perilaku nyata dari individu-individu mau-
pun tidak hal itu sudah termasuk dalam wilayah studi psi-
kologi sosial.

Jadi psikologi sosial merupakan faktor Yyang amat
penting terhadap efektivitas hukum; sebab walaupun suatu

aturan :hukum menghendaki untuk diikuti dan ditaati oleh
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orang banyak, namun individu-individu dalam kelompok sosial
adalah sangat menentukan untuk efektivitas atau tidaknya
suatu aturan hukum,

Dapat dikemukakan suatu contoh misalnya dalam suatu
masyarakat desa, mayoritas warga masyarakatnya sangat
mentaati aturan hukum untuk tidak melzkukan pencurian dan
jika seseorang warga yang melakukan pencurian, maka ia di-
kenakan hukuman berat tanpa pertimbangan dari segi sosial
dan ekonomi. Begitu ketatnya diterapkan aturan hukum dengan
kontrol sosial yang amat kuat sehingga apabila aparat pene-
gak hukum tidak menerapkannya, maka mayoritas masyarakat
melakukan reaksi protes bahkan menimbulkan bentrok dengan
aparat penegak hukum, Akan tetapi di balik kekuatan sosial
terdapat pula satu sistem kapitalis yang dianut oleh ma-
yoritas masyarakat yang menyebabkan kaum lemah dalam
masyarakat tidak berdaya untuk berusaha hidup secara layak
karena semua jaringan ekonomi masyarakat dikuasai mayoritas
yang menganut sistem kapitalis tadi. Lebih tragis lagi ka-
rena nampaknya seluruh kaedah hukum dibentuk dan diterapkan
semata-semata untuk mempertahankan sistem kapitalis ini.
Akibat yang timbul dari kondisi: seperti digambarkan di atas
adalah pencurian tetap merajalela dalam masyarakat yang ma-
na hal ini juga lahir dari suatu aliran dalam masyarakat,
bahwa dengan hanya jalan mencuri, kaum lemah dapat mengim-

bangi kebutuhan ekonomisnya.
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Dari contoh di atas dapat dilihat secara jelas bagai-
mana pengaruh kehidupan mayoritas masyarakat terhadap in-
dividu-individu tertentu yang nota bene, taraf kehidupan
mereka jauh lebih rendah dibanding taraf hidup mayoritas
masyarakat sekitarnya. Jadi timbulnya kejahatan pencuri-
an di atas adalah faktor psikologi sosial yang tidak di-
perhatikan dalam usaha pembentukan dan penegakan hukum.

Banyak kejadian yang timbul dalam masyarakat dan
kurang bahkan tidak dilihat dari sisi psikologi sosial,
melainkan semata-semata hanya memperhatikan aspek yuri-
dis nya saja, sehingga telah ribuan dan bahkan jutaan ma-
nusia yang dihukum oleh karena faktor yuridis semata-mata
tidak sama sekali diteliti ataupun dianalisis bagaimana
faktor-faktor psikologi sosial yang Jjustru amat berperan
dalam proses pembentukan dan penumbuhan perilaku seseo-
rang.

Sudah dalam taraf bagaimana psikologi sosial dibe-
rikan perhatian dalam rangka proses pembentukan hukum na-
sional kita dan sudah dalam taraf bagaimana pula perhati-
an kita kepadanya dalam usaha penegakan hukum nasional ?
Jawaban mengenai kedua hal ini saja menurut hemat penulis
sudah amat berat dan tentunya mengecewakan kita. Sebab
psikologi sosial hampir tidak mendapat perhatian dalam
segala proses pembentukan dan penegakan hukum nasional;

hal ini dapat ditandai dengan kurangnya bahkan dapat di-
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katakan tidak adanya literatur mengenai bidang tersebut.

Terlepas dari permasalahan yang penulis kemukakan di
atas , yakni kurangnya perhatian kita terhadap psikologi
sosial dalam setiap proses pembentukan dan penegakan suatu
aturan hukum, maka penulis juga menyadari bahwa mungkin sa-
lah satu penyebab ketidakperdulian kita terhadap ilmu psi-
kologi sosial ini karena ilmu itu sendiri usianya masih re-
latif muda, yakni baru timbul kurang dari seratus tahun
yang lalu (Sarlito Wirawan Sarwono, loc. cit. : 1). Jadi
pengembangan dalam bidangnya sendiri masih amat terbatas
termasuk cendekiawa yang menekuni bidang ilmu tersebut juga
masih amat terbatas. Sehingga dengan demikian, maka jangka-
uan psikologi sosial dalam menggali, memahami dan mengung-
ka pkan Qisteri—misteri hukum yang masih melembaga dalam
masyarakat belum dapat memenuhi harapan.

Kiranya dalam waktu-waktu yang mendatang disiplin il-
mu psikologi sosial perlu mendapat perhatian yang lebih be-
sar di kalangan cendekiawan hukum terutama digunakan seba-
gai salah satu ilmu pembantu yang amat penting dalam se-

tiap usaha proses pembentukan dan penegakan hukum nasional




2.4 Peranan Fungsi Sosial, Peranan Alat Komunikasi Terhadap

Efektivitas Hukum

Seperti penulis telah singgung di atas, bahwa peri-
laku nyata orang banyak dapat membentuk atau merobah wa-
tak seseorang untuk berperilaku yang sama dengan apa yang
dipolakan oleh orang banyak itu.

Jadi kehidupan sosial mempunyai peranan penting
terhadap efektivitas hukum, sebab pada dasarnya bahwa
segala perilaku sosial merupakan pencerminan dari kaedah
hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Sedang-
kan perilaku sosial yang menyimpang dari suatu kaedah
hukum merupakan pencerminan bahwa kaedah hukum yang ber-
sangkutan telah tidak sesuali dengan nilai-nilai yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga diperlu-
kan perubahan.

Secara sepintas telah kita melihat bagaimana gam-
baran peranan fungsi sosial terhadap efektivitas hukum,
namun untuk lebih jelasnya gambaran mengenai peranan
fungsi sosial ini, maka perhatian harus kita alihkan pada
faham atau pendapat yang modern tentang hukum yang meli-
hat hukum bukan hanya sebagal sistem kaedah atau norma-
tif belaka, melainkan hukum juga sebagal fenomena sosial.

Karena hukum sebagai fenomena sosial, maka ia juga

merupakan pencerminan dari segala kemungkinan yang ada di
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dalam masyarakat dan oleh karena itu pula, maka hukum juga
merupakan konsep ideal masyarakat untuk mewujudkan keter-
tiban dan ketentraman dalam upaya pemenuhan berbagai
kebutuhan hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai
anggota masyarakat.

Hal ini selaras dengan apa Yyang dikemukan oleh
Satjipto Rahardjo (1982 : 24) bahwa

... betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk

keperluan melayani masyarakat, maka ia sedikit ba-

nyak juga didikte dan dibatasi oleh kemungkinan-
kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakat.

Dalam kaedah-kaedah yang demikian ini maka apa

yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sum-

ber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakat.

Dari keterangan ini, dapat diperoleh pengertian
bahwa di dalam setiap kehidupan sosial di situ dapat kita
menemukan hukum. Hukum di situ kebanyakan masih dalam ke-
adaannya yang aslinya, semata-mata melayani masyarakat da-
lam segala keperluan. Begitu pula daya berlakunya amat
tergantung pada sumber daya yang tersedia dalam masya-
rakat.

Selama hukum itu masih dapat digunakan bagi pemenuh-
an berbagai kebutuhan manusia dalam kelompok-kelompok
sosial, maka selama itu pula hukum masih relatif. Sebalik-
nya jika suatu aturan hukum sudah tak dapat digunakan bagil
pemenuhan kebutuhan sosial, maka disaat itu diperlukan

perubahan karena sudah tidak berfungsi sosial atau tidak

efektif. Jadi peranan fungsi sosial memang sangat Dbesar
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terhadap efektivita hukum.

Setelah kita mengerti tentang peranan fungsi sosial,
maka lebih lanjut penulis akan menguraikan bagaimana pera-
nan alat komunikasi terhadap efektivitas hukum.

Terlebih dahulu perlu diketengahkan, bahwa komunika-
si menurut Soerjono Soekanto (loc. cit. : 18) adalah :

... merupakan suatu proses penyampaian dan penerima-

an lambang-lambang yang mengandung arti-arti terten-

tu. Tujuan dari pada komunikasi adalah menciptakan
pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi per-
ubahan pikiran, sikap ataupun perilaku.

Dapat diperhatikan pada rumusan komunikasi tersebut
bahwa dalam komunikasi terdapat dua unsur yang amat pokok
yakni pemesan dan penerima informasi. Pemesan mengharap-
kan bahwa dengan pesan-pesan yang diberikan kepada pene-
rima pesan akan dapat tercipta pemahaman bersama, sehingga
dari pemahaman itu dapat perubah pikiran, sikap atau pun
perilaku sipenerima informasi sangat mengharapkan isi in-
formasi yang sejelas-jelasnya baik dalam bentuk tulisan
maupun dalam lambang-lambang tertentu.

‘ Dalam upaya menyampaikan informasi yang sejelas-
jelasnya, maka telah diciptakan alat-alat komunikasi seba-
gai sarana untuk mempermuda proses pemahaman yang lebih

‘ cepat terhadap simbol-simbol tertentu. Alat-alat komunika-
si yang tersedia misalnya pers, film, radio dan televisi.

Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi tersebut

tidak terlepas dari gagasan usaha penyampaian informasi

Liece anl L




secara tepat dan efektif di tengah-tengah masyarakat yang
sedang membangun.

Demik%an pula suatu pengembangan teknologi di bidang
komunikasi selalu berada dalam ruang lingkup pengertian
komunikasi yang lebih luas, seperti yang dikemukakan oleh

Menteri Penerangan Republik Indonesia, Harmoko (1988 :

228) bahwa

... pesan komunikasi itu bukanlah hanya = yang ter-
ucapkan dengan kata-kata, akan tetapi 1lebih dari
itu, sikap, gerak, ungkapan air muka, pola tinggi-
rendah suara dan ucapan, penekanan kata-kata dan
lain-lain, itu semuanya mengandung makna komunikasi.
Lagi pula kecuali apa yang dapat didengar, orang itu
juga membuat kesimpulan dari gagasan atau perasaan
yang disampaikan orang lain kepadanya.

Di samping pengadaan alat komunikasi yang tidak

terlepas dari pengertian komunikasi yang lebih luas terse-’

but, maka ada yang lebih prinsip adalah untuk terciptanya
komunikasi yang lebih baik.

Komunikasi yang lebih baik digambarkan oleh Menteri
Penerangan RI, Harmoko (loc. cit. : 329) bahwa :

Komunikasi yang baik adalah bilamana dapat dijalin
hubungan yang positif antara komunikator dan komuni-
kasi agar tidak terdapat kesenjangan yang dapat mem-
bawa kerawanan. Dan dengan ketiadaan kesenjangan itu
hal-hal yang rasional dapat dipikirkan bersama seca-
ra lebih toleran. Apalagi dalam menghadapl setiap
permulaan pembangunan yang seringkali bermakna pem-
baharuan tata nilai hidup tertentu akan lebih mudah
diinformasikan kepada masyarakat. Untuk itu perlu
kita kembangkan sistem informasi yang bersifat ma-
nusiawi, jujur dan terbuka.

Suatu sistem yang saya kemukakan, katakan yang pahit
itu adalah pahit, dan katakan yang manis itu adalah

manis.
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Bertitik tolak pada pengertian komunikasi dan sis-
temnya serta tujuan pengadaan alat komunikasi sebagaimana
telah digambar di atas, maka tibalah saatnya penulis
hendak mengungkapkan secara jelas peranan alat komunikasi
terhadap efektivitas hukum.

Dapat dikatakan bahwa suatu kaedah hukum bisa efek-
tif manakala dapat dikomunikasikan di tengah-tengah masya;
rakat. Sistem komunikasi terbuka dengan penggunaan sarana
alat komunikasi seperti media gambar yang menyajikan con-
toh-contoh yang baik, apakah itu melalui ungkapan, pola
tingkah laku, gelombang suara dan raut muka, kesemuanya
ini memberikan pengaruh tersendiri bagi manusia untuk ke-
mudian merubah pola pikirnya, sikap dan perilakunya di da-
lam pergaulannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam bidang hukum, maka yang amat banyak diharapkan
adalah perubahan sikap manusia yang kemudian terwujud da-
lam perilaku nyata yang serasi dengan kaedah hukum yang
sedang berlaku. Inilah yang menjadi sarana komunikasi dan
peralatannya; sehingga tanpa sarana dan prasarana alat ko-
munikasi ini, maka efektivitas hukum tidak mungkin diha-

rapkan terwujud.
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2.5 Kesadaran Hukum dan Efektivitas Hukum

Kesadaran hukum dan efektivitas hukum merupakan dua
kata rangkai yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan
menuju ke arah tercapainya keserasian dan ketertiban hi-
dup dalam masyarakat.

Efektivitas hukum tak mungkin bisa lahir secara
normal manakala tanpa disadari kesadaran hukum, sedangkan
kesadaran hukum merupakan gambaran menyeluruh dari sikap
manusia berdasarkan pengalaman-pengalaman dan karena itu
diimplementasikan dalam bentuk perbuatan yang nyata.

Achmad Ali (1988 : 27) memberikan gambaran bahwa :

... Kesadaran berarti totalitas dari pengalaman-

pengalaman mental seseorang; bagian dari diri sen-

diri yang sadar akan ide-ide, sensasi-sensasi, tin-
dzkan-tindakan dan keadaan lingkungan yang mengin-
tari dirinya.

Dari rumusan beliau dapat diperoleh pengertian,
bahwa kesadaran bersifat abstrak, ia bersemai dalam pri-
badi seseorang karena adanya pengalaman mentalitas.

Sedangkan pengertian kesadaran hukum yang dirumus-
kan oleh Paul Scholten (Achmad Ali, loc. cit. : 28) bah-
wa

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau

nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia ten-

tang hukum yang ada atau tentang hukum yang diha-
harapkan ada.

Menurut Achmad Ali (loc. cit. : 28) bahwa yang le-
bih ditekankan oleh Paul Scholten adalah nilai-nilai
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tentang fungsi hukum, bukan suatu penilaian yuridis ter-
hadap peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat yang
bersangkutan. |

Sedangkan Soerjono Soekanto (1982 : 159) menggam-
barkan bahwa

«+. masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan

masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah

konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia, ten-

tang keserasian antara ketertiban dengan ketentram-

an yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Berdasarkan pengertian kesadaran hukum yang telah
dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu pengertian,
bahwa kesadaran hukum merupakan abstraksi yang terpadu
antara sikap batin seseorang dengan perilaku konkret,
atau dengan kata lain bahwa kesadaran hukum merupakan
kesesuaian antara perilaku nyata seseorang dengan .apa
yang seharusnya menurut konsepsi yang tertera dalam jiwa-
nya. Jadi bukan pertengahan antara sikap batin dengan
perilaku nyata yang dapat diamati oleh panca indera manu-
sia.

Dengan demikian, maka kesadaran hukum selalu menja-
di unsur mutlak dari efektivitas hukum, sebab tidak mung-
kin hukum itu bisa efektif jikalau tak ada kesadaran hu-

kum,




BAB 3
PEMBAHASAN DAN PENDAPAT

Pengertian Media Televisi dan Kesadaran Hukum

Istilah televisi berasal dari kata "tele'" yang ber-
arti jauh, dan "visi" yang berarti melihat, (bahasa 1la-
tin). Jadi televisi berarti melihat dari jauh; atau secara
umum televisi adalah media yang memungkinkan melihat
gambar dari jauh.

Televisi adalah salah satu media massa yang mempu-
nyai audio-visual sebagai saluran penyampaian pesan. Tele-
visi bersama radio dan film, secara umum merupakan media
massa elektronik, media massa yang akan menyampaikan pe-
san-pe sannya sangat tergantung pada adanya listrik. Kare-.
na televisi sebagai media massa yang merupakan sifat khu-
sus dan mempunyai kelebihan dibanding dengan media lain-
nya, terutama kemampuannya mengirim atau menerima suatu
berita bersama gambar dari dan ke tempat Jjauh.

TVRI merupakan media massa pemerintah terkecuali te-
levisi swasta, dan dalam bidang tertentu digunakan sebagai
media komunikasi sekaligus memberikan informasi dan berita
atau pesan-pesan kepada masyarakat.

Pengertian siaran televisi di Indonesia dan yang
berwenang menyelenggarakannya, dinyatakan dalam surat ke-
putusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 54/B/ -
Kep/Menteri/7?1 (Onong Uchjana Effendy, 1984 : 188) bahwa :

33
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Pasal 1

Yang dimaksud siaran televisi adalah siaran-siaran

dalam bentuk gambar dan suara yang dapat ditangkap

(dilihat dan didengar) oleh unsur baik dengan sis-

tem pemancaran dalam gelombang-gelombang elektromag-

netis, maupun lewat kabel-kabel (television cable).

Yang dimaksudkan siaran televisi atau televisi siar-
an (television broadcast) adalah merupakan media jaringan
komunikasi dengan ciri-ciri yang dimilikinya yaknl ber-
langsung satu arah, pesannya bersifat umum dan sasarannya
menimbulkan keserempakan informasi.

Demikian pula ciri-ciri komunikasi massa, yaitu ko-
munikasi melalui media massa, yang sudah tentu berlaku
juga bagi siaran televisi. Disebutkan di situ bahwa ciri-
ciri komunikasi massa, Onong Uchjana Effendy (loc. cit. . :
124) sebagai berikut :

- Komunikasi massa berlangsung satu arah;

- Komunikator pada komunikasi massa melembaga;

- Pesan pada komunikasi massa bersifat umum;

- Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan;

- Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen.

Ciri khas yang hanya dimiliki telévisi terhadap ke
lima ciri si atas ialah bahwa televisi itu bersifat audio
visual, langsung dapat di lihat dan didengar hasil proses-
nya oleh khalayak pada saat yang sama dengan terjadinya
peristiwa yang dijadikan objek kegiatan para kerabat kerja
televisi.

Media televisi sebagail media audio visual kepada

masyarakat, sehingga mampu menguasai atau menyampaikan pe-
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menJadl tontonan, menciptakan suasana/ilmu ngefah&gng

R «tm“‘

Suatu siaran televisi misalnya, acara siaran penyu-
luhan, yang lebih penting lagi adalah segi audionya karena
merupakan proses pentransmisian, untuk mencapai cita-cita -
nya .untuk mempersatukan atau menyeragamkan pesan kepada se-
genap masyarakat. Penyampaian informasi melalui media mas-
sa televisi inilah yang digunakan sebagai sarana untuk me-
laksanakan program penyuluhan hukum.

Pesan yang ditayangkan melalui media televisi de-
ngan peninjauan dari ilmu komunikasi, disamping menimbulkan
atau menciptakan kesadaran hukum kepada masyarakat, sebab
dua disiplin ilmu inilah yang paling tepat untuk menelaah -
nya guna menjelaskan bagaimana ilmu tersebut dapat dimanfa-
atkan secara optimal oleh siapa yang menggunakannya.

Disiplin sadar hukum di muka telah dijelaskan seca-
ra rinci dari beberapa pendapat ahli, namun di balik ita,
untuk lebih menjelaskan tentang pengertian kesadaran hukum
itu sendiri perlu diberi gambaran singkat. Kesadaran berar-
ti saling ketergantungan satu sama lain antara mental dan
interoenetrasi mental, yang masing-masing berorienyasi pada

"aku''nya seseorang dan pada "kami''nya (achmad Ali, 1988

27).
Dari pengertian kesadaran ada baiknya dapat pula
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kita mengetahui arti hukum sebagai pegangan. .Achmad Ali
(loc. cit. : 28) bahwa

Hukum merupakan rangkaian petunjuk hidup yang meng-

ikat, menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak

boleh dilakukan, dengan ancaman bagi siapa yang ti-
dak mengindahkannya.

Jadi pengertian hukum adalah merupakan rangkaian
petunjuk hidup yang apa bila dilanggar akan dikenakan
sanksi. Dengan demikian kesadaran hukum berarti kesadaran
akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia itu
sendiri.

Masalah kesadaran hukum adalah terletak dari nilai-
nilai pada tiap-tiap anggota masyarakat. Hal ini selaras
dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto
(1982 : 211) bahwa :

... kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses
psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mung-
kin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan te-
tapi, tentang asas kesadaran hukum, itu terdapat pa-
da setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempu-
nyail rasa keadilan.

Konsepsi tentang kesadaran hukum untuk dapat dijadi-
kan sebagai pegangan sementara, maka berdasarkan hukum
tersebut perlu dibentuk, walaupun asasnya sudah pada seti-
ap manusia yang hidup bermasyarakat.

Kesadaran hukum yang terdapat dalam diri manusia
merupakan abstraksi yang terpadu antara sikap batin dengan

perilaku konkret yang diwujudkan secara ~ lahiriah  untuk

bertindak nyata. Hal ini perlu pula diperhatikan  yakni
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kesungguhan dari pada tekanan-tekanan sosial yang ada di
belakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan timbul-
nya ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Pembentukan hukum
harps didasarkan pada tata kelakuan yang ada agar pemben-
tukan hukum mempunyai kekuatan yang pasti, . maka proses
tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan pembentukan
hukum.

Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program-pro-
gram pendidikan tertentu, yang memberikan suatu bimbingan
ke arah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian pada
hukum. Pembentukan kesadaran hukum tersebut tidak hanya
perlu bagi warga masyarakat, akan tetépi terutama bagi
penegak-penegak hukum yang oleh warga masyarakat dianggap
sebagai bagian dari masyarakat yang diharapkan akan dapat
memberikan contoh baik dalam disiplin ilmu hukum maupun
disiplin ilmu lainnya.

Hukum merupakan suatu aktivitas, mempunyai peranan
penting sebagai fungsi sosial yang didukung masyarakat
dalam meningkatkan kesadaran hukum, karena kesadaran hukum
pada umumnya sebagal sarana pembaharuan masyarakat. Oleh
karena itu, jika kesadaran hukum telah berfungsi secara
efektif, maka jelaslah fungsl tersebut dijadikan sebagai
sarana untuk mempercepat proses pembangunan sadar hukum di
segala bidang. Dengan demikian kesadaran hukum yang terda-

d apat masyarakat akan tercipta sesuai tujuan yg diingini.
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Bertitik tolak dari uraian di atas maka pembangunan
hukum di negara kita akan tercapai sesuai dengan yang di-
atur dalam pembukaan UUD 1945, Alinea IV, sebagai  beri-
kut :

Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesié

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas -

kan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ' keter-
tiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.

Konsepsi ini menunjukan bahwa untuk membentuk kesa-
daran hukum masyarakat adalah ditentukan dengan  sikap
yang sesuai dengan norma-norma atau kaedah-kaedah hukum.
Sikap perilaku teratur dari warga masyarakat yang menge-
tahui arti dan tujuan hukum guna mencapai keselarasan an-
tara ketertiban dan kebebasan atau masyarakat mengetahui

dan memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang

dalam lingkungan itu sendiri.

Pengaruh Siaran Media Televisi terhadap Kesadaran Hukum
Pengertian pengaruh secara etimologi dapat dirumus-
kan dua _pengertian yang berbeda yaitu bisa berarti ne-
gatif dan bisa positif. Pengaruh positif berarti media
televisi memberikan input kepada pemirsa yang bersifat
membangun, sedangkan pengaruh yang sifatnya negatif Dber-
arti televisi memberikan input yang sifatnya berpengaruh
psikologis kepada masyarakat.
Pengaruh positif media televisi kepada khalayak di

sana sini masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki
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dan diarahkan kepada pemirsa, sebagai contoh, bahwa strata
masyarakat kita sangat heterogen, baik dari segi intelek-
tualisasi, dasar pendidikan, kondisi sosial dan latar be-
lakang budaya. Faktor tersebut tidak mustahil akan membawa
permasalahan sendiri-sendiri.

Secara umum bahwa pengaruh televisi pada perkem-
bangan hukum harus lebih banyak diadakan penelitian .untuk
menjaga dampax yang tidak diharapkan terjadi. Di lain hal
kita tidak dapat menghindari dari penemuan-penemuan tekno-
logi karena kehadirannya telah berhasil membawa perubahan
nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat baik dari  segi
individual zaupun dari segi kelompok sosial. Suatu contoh
kecil dalam pengaruh media televisi, yaitu peranan nenek
atau kakek yazng biasa mendongeng terhadap cucunya sebelum
tidur, kini sudah diambil alih televisi.

Dengan beranjak dari contoh kecil di atas kebiasaan
anak mendengar dongeng dapat diperhitungkan sebagai masuk-
an positif dari nenek tersebut. Dewasa ini pengaruh media
televisi terhadap perkembangan anak-anak, maka kita tidak
heran apabila cucu tersebut memasuki usia dewasa, cucu itu
bukan lagi menjadi cucu nenek tetapi mereka telah menjadi
cucu televisi,

Televisi sebagai media massa mempunyai keunggulan
dibanding dengan media massa lainnya, karena dari jangkau-

an siarannya mampu menyajikan gambar dan suara ke Jarak
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jauh kepada khalayak luas secara serentak. Saat ini nampak-
nya belum ada media massa yang memiliki kemampuan seperti
televisi. Sehingga ada beberapa pihak yang menjuluki bahwa
televisi merupakan media terampuh.

Media televisi adalah salah satu produksi dari tek-
nologi tinggi yang memanfaatkan potensinya sesuai dengan
kepentingan masyarakat. Ini berarti media tersebut tidak
lebih dari pada sasaran dan pemanfaatan yang diprogramkan.
Kebijaksanaan siaran televisi menurut Harmoko (1990 : 19)
bahwa dari segi kebijaksanaan, media televisi diarahkan
untuk bisa menjadi "tuntutan" sedangkan dari segi profesi-
nya diharuskan untuk’ menghasilkan '"tontonan" yang menarik
dan menyenangkan.

Keberadaan siaran televisi di hadapan pemirsa diha-
rapkan akan menjadi tuntutan berupa masukan baik dari se-
gi pengetahuan biasa maupun pengetahuan sadar hukum.
Kekuatan pengaruh media televisi telah merangsang pemirsa
berlomba-berlomba untuk memilikinya tanpa memandang dari
segl dampak yang ditimbulkan.

Dari hasil penelitian penulis, berjumlah 200 orang
responden menyatakan setuju, bahkan sepakat dengan sebe-
nar-benarnya tentang keberadaan televisi. Tetapi hal ter-
sebut masyarakat gemar menyaksikan acara pembinaan kesa-
daran hukum hanya 80 orang atau 40 %, dari jumlah respons

tersebut,




Tabel 1.
Jenis peris- Jumlah Jumlah - Turut me- Tidak me-
tiwa; siaran; wawancara; nyaksikan; nyaksikan

Penyuluhan hk. ! Sekali/

secara umum, ! bulan ! 200 org. ! 4O % ! 60 % !
Hukum pidana ! sda ! sda ! 13% ! 27 % !
Hukum perdata ! sda ! sda 1 27% ' 13 % !
Jumlah ! ! 200 org. ! ' 100 % !

Pengaruh siaran media televisi terhadap kesadaran
hukum masyarakat apabila dilihat dari tabel di atas be-
lum efektif karena pemahaman mengenai pembinaan atau pe-
nyuluhan hukum masih relatif rendah. Ini Dberarti penga-
ruh pengaruh media televisi itu sendifi yang bersifat ter-
arah, tetapi di lain pihak pemirsa atau masyarakat kurang
gemar terhadap acara penyuluhan hukum dan sejenisnya.

Di antara responden Yyang gemar menyaksikan acara
televisi berupa penyuluhan hukum hanya pada perdata, ini
dinilai apakah karena faktor ekonomi atau faktor individu-
nya. Jadi siaran televisi dari bidang penyuluhan hukum uf.
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat . dari responden,
sebagian besar atau 60 % pirsawan hanya terarah pada fak-
tor hiburan semata.

Kemampuan ini memungkinkan televisi dapat mengan-

tikan komunikasi tatap muka bahkan mempunyai = kemampuan
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menyampaikan pesan kesadaran hukum masyarakat. Media tele-
visi salah satu realitas kemajuan berpikir manusia sudah
barang tentu sedikit banyaknya dapat mempengaruhi sikap
atau tingkah laku anggota masyarakat, tidak terkecuali si-
kap atau tingkah laku manusia terhadap nilai-nilai atau
kaeda-kaedah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Acara
media televisi khususnya dapat mempengaruhi kesadaran hu-
kum, perlu dikaji secara ilmiah di antaranya dalam bentuk
penelitian dan seminar-seminar mengingat pembinaan  kesa-
daran hukum melalui televisi masih relatif kurang, aki-
bat acara yang disajikan menyangkut acara tersebut hanya
dapat ditayangkan sekali sebulan. Pada hal dengan melaluil
media televisi sebagai audio-visual sangat efektif karena
para pemirsa dapat langsung menyaksikannya.

Harmoko (1990 : 19) berpendapat bahwa televisi mam-
pu menyerap beban yang demikian bervariasinya, apakah da-
lam penyampaian berita, penyuluhan, pesan, budaya, keaga-
maan, olah raga ataupun promosi.

Penjelasan tersebut media televisi menurut kenyataan
makin banyak menarik minat anggota masyarakat untuk me -
nyaksikan acara-acaranya, oleh karena penulis berpendapat
bahwa upaya meningakatkan kesadaran hukum masyarakat, Jjauh
lebih tepat dilakukan melalui media tersebut dibanding de-
ngan media massa lainnya. Ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa acara media televisi dapat dijangkau - .oleh semua
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orang secara langsung, begitu pula contoh-contoh yang di-
tampilkan secara langsung melalui indera mata dan pende-
ngaran, lagi pula masyarakat Indonesia khususnya masyarakat
kotamadya Ujung Pandang masih perlu sistem penerangan di-
sertai contoh-contoh yang nyata.

Kemampuan media televisi dengan membawa pesan secara
lebih jelas dengan seorang dapat pula meningkatkan upaya
memasyarakatkan kesadaran hukum dalam bentuk penyajian me-
lalui drama, cerita pendek dengan menampilkan kasus-kasus
yang terjadi di masyarakat.

Di samping itu pula televisi mempunyai daya pengaruh
kejiwaan terhadap penonton ke dalam suasana yang riang de-
ngan adegan yang menyenangkan, memberikan semangat keperka-
saan, membawa suasana baru serta membuat masyarakat bingung
akibat pesan yang tidak terarah dan rumit. HMelalui suasana
yang demikian pemirsa mampu untuk dipengaruhi, untuk tujuan
positif atau negatif. Alexis S. Tan (Info. RTF. : 1) menge-
mukakan bahwa :

Ada suatu titik temu dari sejumlah bukti eksperimen-

tal yang menunjukkan bahwa penonton adegan kekerasan

di layar televisi merupakan perangsang dari timbulnya

perilaku agresif pada anak-anak, di samping itu se-

jumlah penelitian lapangan juga menun jukkan bukti
nyata bahwa beberapa manifestasi jangkauan panjang
dari perilaku agresif adalah akibat dari penonton
adegan kekerasan secara ekstensif.

Dari uraian di atas dampak negatif adegan  kekerasan

di layar televisi dapat mengakibatkan psikologl anak-anak

maupun orang dewasa, serta adegan kekerasan acap kali para
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para penonton berlaku agresif sebagai manifestasi dari aca
ra tersebut, atau membuat masyarakat bertingkah laku kri-
tis.

Pengaruh sikap tindak adegan kekerasan secara agre-
sif, di samping mempengaruhi pertumbuhan anak-anak juga
menimbulkan pengaruh negatif, serta timbulnya ide baru un-
tuk mempraktekannya. Dari segi lain, adegan kekerasan di
layar televisi masyarakat timbul inisiatif yang kuat untuk
bertingﬁah laku nyata dengan membedakan perilaku adegan
kekerasan.

Pengaruh siaran media televisi dengan adanya adegan
tersebut di atas pada anak-anak, menurut hemat penulis ada
tiga bagian kondisi spesifik dari eksperimental yang ke-
mungkinan tidak akan dijumpai dalam kehidupan yang . sebe-
narnya :

1. Anak-anakx menjadi frustrasi sebelum berperilaku agre-
sif.

2. Anak-anax apatis dari masukan-masukan orang tua.

3. Anak-anak berkesempatan untuk meniru segra dan mem-
praktekan adengan yang dilihatnya.

Bagi penonton atau pirsawan, televisi layaknya se-
perti serba ada yang menyediakan semua keperluan, tetapi
apakah semua cocok untuk setiap selera satu dengan yang

lainnya; inilah permasalahan yang selalu timbul.
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memiliki sifat khas, karena dengan keberadaanya membawa
lambang-lambang visual audiotif (perpaduan antara gambar
dan suara) dengan tata warna yang indah. Ini  berfungsi
mengoperkan berbagai pesan informasi kepada . setiap .pe-
nonton melalui berbagai tempat dan ruang yang pada zaman
teknologi canggih ini menjadi media ampuh dan memegang
peranan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu setiap
siaran mencerminkan corak dan bentuk sosial budaya.

Televisi berfungsi sosial control, dimaksudkan:mem-
berikan kritik dan mengoreksi terhadap sikap dan ting -
kah laku manusia yang keluar dari jalur hukum yang berla-
ku dalam masyarakat; dan dengan keberadaannya dalam hi -
dup dan kehidupan bangsa tidak mematikan perbedaan yang
ada. Ini mengandung makna bahwa komponen-komponen dalam
masyarakat memiliki hak berbeda pendapat dalam kehidupan
pers misalnya, memiliki hak untuk mengontrol dan mengo-
reksi mata acara televisi dengan tanggapan-tanggapan ma-
syarakat.

Kendati pun media televisi memiliki fungsi s0-
sial kontrol, namun bukan berarti dengan seenaknya dapat
mengangkat pemberitaan kontrol, melainkan senantiasa ber-
patokan pada penyelenggaraan siaran televisi, dan tetap

menjaga etika dan nilai-nilai yang berkembang serta meng-
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gairahkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam pem-
bangunan. '

Televisi Republik Indonesia sebagai media pemerintah
diharapkan berhati-hati dalam menurunkan berita dan ula-
san-ulasan. Berita harus merupakan fakta-fakta yang Jelas
sumbernya, dan sumber tersebut haruslah dari pihak yang
berkompoten. Setiap berita yang diangkat ke layar televisi
haruslah melalui proses.

Sebenarnya sejumlah pejabat atau penguasa lainnya
dengan kontrol sosial yang senantiasa dijalankan oleh me-
dia televisi akan mendapatkan rangsangan positif.” Untuk
mendapat kontrol, tentunya dibutuhkan kejelian dan kecer-
matan reporter kamerawan sebagai pelaksanaannya, dan harus
mampu menganalisis sesuatu yang terjadi disekitarnya. De-
ngan kata lain, seorang wartawan televisi tidak hanya mam-
pu melihat kejadian secara informatif atau hanya keberha-
silan pembangunan dan faktor penyebabnya yang justru meru-
gikan kepentingan umum, karena yang demikian merupakan sa-
saran televisi dalam memainkan fungsinya sebagai kontrol
sosial.

Kontrol sosial adalah usaha untuk memberikan kesak-
sian dalam bentuk kritik, yaitu mengingatkan yang bersang-
kutan bahwa tindakannya menyalahi aturan hukum yang berla-

ku sep erti merugikan masyarakat.

Peranan media televisi sebagai kontrol sosial dalaa=
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bidang tertentu hemainkan fungsinya sebagai media massa
sebelumnya dapat membaca atau melihat nilai-nilai yang
terdapat dalam masyarakat yakni budaya. Keberadaan media
televisi sebagai kontrol sosial berarti memenuhi tuntutan
sosial untuk memperbaiki nilai-nilai dalam masyarakat dari
kesewenang-wenangan.

Memperbaiki masyarakat artinya menyingkirkan segala
sesuatu yang mungkin dapat membawa kepada kerusuhan dan
ikut serta melindungi kepentingan masyarakat. Berdasarkan

raian tersebut penulis berpendapat bahwa media televisi

sebagai kontrol sosial mérupakan sarana informasi yang
efektif, tetapi dalam bidang tertentu masih perlu diadakan
penelitian baik dari segi materinya maupun segli progran ke-

sadaran hukum.

. Peranan Media Televisi Dalam Menyelenggarakan Kesadaran

Hukum
Hubungan antara manusia modern sekarang ini hampir-
hampir tidak bisa menghindarkan diri dari pemakaian elek-
tronik, khususnya media televisi, sebagai penyebarluasan
informasi penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tidak meng-
herankan jika Corlt Holvan (1984 : 54) mengatakan bahwa :
Ciri yang sangat menanjol bagi abad yang ke XX, 1la-
lah kenyataan bahwa kita hidup dalam abad komunikasi
massa. Bagli masyarakat kita, koran, radio, televisi,

film, majalah, buku saku, semua itu menjadi sumber
pokok untuk mengetahul kenyataan, pendapat, hiburan

dan penerangan.
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Pendapat tersebut merupakan gambaran singkat  bahwa
alat komunikasi televisi memainkan peranannya dan fung-
sinya khususnya pembinaan kesadaran hukum dimana pada saat
ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Sejak dengan itu
maka kita lihat perkembangan teknologi tersebut adalzah sa-
tu-satunya media sebagal sarana dan prasarana informasi pe-
merintah kita, guna melengkapi segala kebutuhan masyarakat
dalam bidang hubungan komunikasi.

Hukum dan komunikasi merupakan dua hal yang saling
berkaitan erat. Kesadaran hukum bagi masyarakat akan le-
bih terlaksana jika para penegak hukum memahami dan =meng-
hayati pentingnya alat komunikasi televisi. Kesadaran hu-
kum sukar untuk dipaksakan; kesadaran hukum akan lebihman-
tap dimengerti masyarakat jika ditanamkannya tidak cdengan
paksaan, akan tetapi dengan persuasi yang efisien, sehing-
ga lahirnya kesadaran hukum itu memang dengan keyaxinan,
menjadi insan hukum berarti menjamin terciptanya masyara-
kat yang tertib, aman dan sejahtera.

Media televisi sebagal penyebarluasan informasi se-
cara terarah, di samping mempunyai kelebihan tersendiri,
juga mempunyai jangkauan daya pengaruh terhadap kesadaran
hukum. Hal ini disebébkan oleh Dbentuknya yang audio-visu-
al; di mana pesan yang disampaikan lebih memikat dari su-
rat kabar dan radio. Begitu pula televisi lebih unggul da-

ri segi aktualisasi, sebab dalam tempo yang singkat suatu
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informasi dapat diterima oleh pemirsa.

Kelebihan media televisi tersebut adalah untuk me-
nyebarluaskan penyuluhan hukum kepada berbagai lapisan ma-
syarakat. Maka dengan demikian pesan itu berupa penyuluhan
akan dapat diterima masyarakat dan dapat memudahkan perae-
patan proses pemahaman kesadaran hukum itu sendiri.

Bertitik tolak dari angket penulis kumpulkan, pembi-
naan penyuluhan kesadaran hukum melalui siaran televisi
turut serta atau berpartisipasi dengan aturan hukum dari
sejumlah responden tersebut hanya 40 % yang mengikuti pro-
gram penyuluhan hukum melalui media televisi. Jadi pembi -
naan kesadaran hukum tersebut belum dapat dikatakan efek-
tif.

Penyuluhan hukum (pembinaan kesadaran hukum) melalui
penayangan acara-acara televisi secara langsung disaksikan
masyarakat adalah terwujudnya pembangunan hukum yang dici-
ta-citakan.negara kita.

Ditinjau dari pengetahuan masyarakat tentang pembi-
naan kesadaran hukum lebih banyak mengetahui lewat televi-
si, tetapi bermasa bodohnya dengan aturan tersebut menga-
kibatkan kurangnya atau kendornya nilai-nilai hukum.

Tingkat pengetahuan responden (masyarakat) tentang
penyuluhan hukum melalui media televisi sudah cukup tinggi,
tetapi pemahaman terhadap penyuluhan tersebut masih rela-

tif rendah.
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Tabel 2.
Jenis alat Jumlah wawan- Kelompok pe- Persentase
cara; serta;

Melalui TVRI ! 200 Orang ! 80 orang ! 40 % !
Melalui Radio ! sda ! 23 orang ! 11,5% !
Belajar sendi-

ri ! sda ! 66 orang ! 33 % !
Lain-lain ! sda ! 31 orang ! 15,5 % !
Jumlah ! ! 200 orang ! 100 % !

Beranjak dari tabel di atas pengetahuan masyarakat
pada media televisi lebih efextif dibandingkan dengan me-
dia massa lainnya, berarti tingkat pengetahuan kesadaran
bpanyak diperoleh melalui acara-acara yang disajikan tele-
visi.

Dari responden lainnya diketahui bahwa tingkat pe-
langgaran hukum di Kota Madya Ujung Pandang cukup tinggi,
yakni pelanggaran lalu lintas Jjalan; misalnya saja res-
ponden tersebut, rata-rata pelanggaran yang dilakukan ma-

syarakat adalah lalu lintas jalan.

Tabel 3
Jenis peristiwa Responden Pelanggar persentase
Lalu lintas ! 200 orang ' 183 orang ! 90,5 % !

Penganiayaan ! sda L orang ! 3 % !
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Perdata ' 200 orang ! 13 orang ! 6,5% !

Jumlah ' ' 200 orang ! 100 % !

Konsekuensi dari tabel di atas tentang kurangnys pe-
mahaman suatu aturan penyuluhan hukum melalui media massa
khususnya televisi; tingkat pelanggaran lalu lintas jalan
cukup tinggi, karena salah satu media televisi dianggap se-
bagai masukan khusus kepada masyarakat, tetapi frekwensi
siaran tentang program tersebut masih relatif rendah.

Dari data tersebut di atas penulis pun sependapat
dengan yang dikemukakan Soerjono Soekanto (1985 : 16) bah-
wa

Seorang yang mengetahui hukum-hukum tertentu "~ (mak-

sudnya aturan-aturannya), belum tentu menyadari

bahwa ketika-ketika tertentu dia tidak menyadari
bahwa dia mematuhi atau malahan melalukan pelang-
garan hukum. Ketidaksadaran tersebut sangat mung-
kin terjadi, oleh karena Yyang bersangkutan semata-
mata mengikuti arus, yakni tingkah laku orang banyak

Pendapat beliau di atas relevan sekali dengan kenya-
taan di masyarakat, karena seseorang melakukan pelanggaran
lalu lintas jalan semata-mata karena mengikuti orang ba-
nyak; misalnya saja tukang becak dan pengendara sepeda se-
ring memasuki jalan terlarang.

Berdasarkan hal di atas, disinilah peranan media te-

levisi lebih banyak mengadakan peluang untuk memainkan sa-

lah satu cirinya sebagal media informasi dan atau menambah

acara-acaranya tentang penyuluhan kesadaran hukum.
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Hal-hal yang sebenarnya masih dapat dihindari jika
proses terciptanya kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh
unsur pemerintah khususnya dan para penegak hukuam, harus
dilancarkan dengan perinéip-perinsip sesuai ~~dengan ilmu
komunikasi. Proses ini untuk terbinanya kesadaran hukum
masyar akat adalah melalui teknik persuasi, dilaksanakan
oleh komunikator kreatif, dengan pesan-pesan melalui media
televisi; penyuluhan hukum disusun dan dirumuskan secara
baik untuk ditaati.

Penayangan penyuluhan kesadaran hukum melalui media
televisi yang dilakukan sekali sebulan, sebenarnya belum
dapat membina dan menciptakan kesadaran hukum masyarakat.
Para pemirsa selalu memperhatikan pembinaan kesadaran hu-
kum yang dipergakan oleh pihak ke jaksaan dan kehakiman le-
bih- khusus lagi mahasiswa Fakultas Hukum Unhas.

Peranan media televisi terhadap pembangunan akan
terbina baik sekarang maupun yang akan datang, kalau acara
disajikannya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum.
Pengalaman yang dimiliki media televisi mampu menerangidan
menambah pola pikir masyarakat, demikian pula tatap muka
dengannya, menggugat dan menggerakkan hati pemirsa karena
mempunyai daya pengaruh sikap mental dan perilaku khalayan

Peranan televisi dapat pula kita lihat dalam keteta-
pan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN menetapkan arah  ke-

bijaksanaan tentang tugas dan fungsi peranan media massa
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dalam pembangunan Nasional sebagai berikut

Tugas penerangan dan .media massa sebagali sarana

untuk menggelorakan semangat pengabdian dan perju-

angan bangsa, memperkokoh peraturan, kesatuan nasi-
onal, memasyarakatkan kebudayaan, kepribadian dan
perjuangan bangsa, serta menggairahkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.

Beranjak dari ketetapan tersebut tugas penerangan
dan media massa adalah untuk menggairahkan partisipasi ma-
syarakat dalam menggelorakan semangatnya serta keterladan-
an informasi, karena berhasilnya sarana informasi kepada
masyarakat akan mewujudkan nilai-nilai hukum.

Lebih lanjut, pengaruh media televisi yang bersifat
positif, Harmoko (1990 : 16) mengemukahkan bahwa :

«ss televisi dipandang sepintas selalu telah berpe-
ran positif dalam kancah pembangunan, dengan mem-
bentuk budaya pembangunan ditengah-tengah kenidupan
masyarakat, mampu menyodorkan ide dan gagasan mo-
dernisasi, tanpa mengorbankan tata nilai, ideologi
dan budaya bangsa.

Dalam uraian beliau di atas dimana keberadaan media
televisi di tengah-tengah kancah pembangunan telah berpe-
ran positif tanpah mengorbankan nilai-nilai, ideologi dan
budaya bangsa; sehingga penulis pun menguatkan asumsi de-
ngan tidak sependapat gagasan beliau di atas, karena pe-
ranan media televisi dewasa ini terhadap kancah pembangun-
an, baik dari segi budaya maupun nilai-nilai telah mampu
mempengaruhinya, misalnya penayangan pornografi atau ade-
gan ranjang.

Namunpun peranan media televisi merupakan kebanggaan
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bangsa kita diera informasi dalam upaya melestarikan ni-

lai-nilai atau norma-norma sosial, terkecuali penayangan

itu bersifat merubah polah tingkah laku budaya ( Hukum

Adat), dimana masyarakat khususnya di Kota Madya Ujung

Pandang mempunyai corak budaya yang berbeda. Jadi untuk

menjaga kemurnian hukum yang dipertahankannya masyarakat

sejak turun-turun temurun, perlu pengoreksian acara tele-
visi yang bersifat pornografi dan edegan . agresif.

Melihat media televisi sebagai alat komunikasi umum
dan luas, maka peranannya sangat penting bzgi terseleng -
garanya kesadaran hukum. .Dalam hal ini penulis berpendapat
bahwa televisi telah mempunyai kemampuan untuk menunjang
penyebarluasan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat
antara lain :

1. Mampu menyampaikan pesan secara cepat, serta merta di
seluruh wilayah.

2. Dapat menciptakan pesan penyuluhan hukum derupa kesa~
daran masyarakat dalam menentukan sikap dan tingkah la-
kunya.

3, Mampu memasyarakatkan kesadaran hukum melalui berbagai
bentuk adara siaran secara singkat.

Siaran media televisi mempunyai peranan terhadap pe-
laksanaan pembangunan nasional dan diarahkan untuk memba -
ngun kultur budaya bangsa serta pembangunan manusia seutu-

nya dan khususnya masyarakat Kota Madya Ujung Pandang.
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Manfaat Siaran Televisi Dalam Upaya Men\ _ “f‘ -

an Hukum

informasi juga kemajuan pembangunan yang dicapal selama
ini, juga berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat
serta pesan-pesan pembangunan lainnya.

Dalam mengaktualisasikan fungsi televisi untuk me-
ningkatkan kesadaran hukum cenderung untuk menentukan di-
mensi aktivitas informasi dan menjadi penekanan terhadap
khalayak sasarannya.

Media televisi akan bermanfaat bagi masyarakat se-
andainya informasi yané disajikan mempertimbangkan kebu-
tuhan aktualnya, sekalipun kenyataan menjunjukan bahwa
di masyarakat terdapat kecenderungan yang dominan untuk
memperlajukan informasi mengenai kesadaran hukum. Perlu
pula dipertimbangkan adanya penyajian mata acara sekali-
gus mempraktekan melalui siaran untuk meningkatkan &xesa-
daran hukum masyarakat. Sedangkan sasaran harus ditempuh
adalah mata acara yang disajikan sebelum ditayangkan, ha-
rus dipertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

Pada pihak lain, yang perlu dipertimbangkan pula
mengenai pengetahuan masyarakat untuk memulai pesan yang
bersifat mengajar masyarakat berpikir kritis, dan berhu-
bungan dengan kesadaran hukum melalui sajian acara tele-

visi N
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Peluang inilah, pencapaian tujuan media televisi
dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat
luas dan merupakan bagian tugas-tugas penerangan. Tidak
terkecuali tugas itu bersifat mengurangi kadar kesadaran
hukum.

Masyarakat beraneka ragam latar belakang kebudayaan
dan tingkat pengetahuannya, kerap kali mempunyai keinginan
dan daya serap yang berbeda, sehingga banyak mezerlukan
penyajian penerangan dan penyuluhan yang berbeda pula.Agar
keinginan penerangan melalui pemanfaatan media televisi
dalam meningkatkan kesadaran hukum, faktor penyajian ter-
sebut tidak mengesampingkan kaedah-kaedah sosial.

Kesadaran hukum masyarakat Kota Madya Ujung Pandang
cukup tinggi diupayakan melalui penerangan (siaran media
televisi); dan penyuluhan tersebut dijadikan sebagai kete-
ladanan serta kepeloporan aparat penegak hukum dalaz: hal
kepatuhan hukum bagi masyarakat. Dalam hubungan ini Soer-
jono Soekanto (1982 : 248-247) menegaskan bahwa :

Pola perilaku hukum merupakan setiap perikelakuan

teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian an-

tara ketertiban dan kebebasan. Kiranya dapat diduga
bahwa setiap perikelakuan yang sesuai dengan  hukum

(yaitu, perikelakuan hukum¥ merupakan salah satu ci-

ri atau kriteria akan adanya kepatuhan atau ketaatan

hukum yang cukup tinggi. '

Uraian di atas, dapat diketahui bahwa adanya kepa-

tuhan ‘melalui media massa maupun bentuk lain dan penyem -

purnaan metode serta ketatalaksanaannya atau memperluas
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saranan atau bahan-bahan untuk menciptakan pemanfaatan ke-
sadaran hukum,

Akibat logis dari suatu kemajuan pembangunan, adalah
sering timbulnya permasalahan baru dibidang hukum, khusus-
nya melalui media televisi. Jadi manfaat media televisi
Yang bermakna ganda berperan aktif sebagai alat  kontrol
terhadap setiap mata acara yang disajikan di layar tele-
visi.

Demikian pula dirasakan masyarakat seolah-seolah ber-
pacu untuk meﬂgejar kesiapan dalam memahami produk hukum
yang diperlukan'masyarakat, guna menunjang percepatan pem-
bangunan hukum. Peningkatan dan pemantapan hubungan kerja
sama serta kordinasi sesama aparat penegak hukum dan is-
tansi televisi kepada masyarakat, sehingga . menghasilkan
persamaan dalam persepsi keadilaﬁ, ketentraman, ketertiban
dan kesadaran hukuh masyarakat.

Wujud dari pada itu, adalah pembinaan kesadaran hu-
kum melalui pemanfaatan media televisi dengan berbagai co-
rak kebudayaan serta hak-hak asasinya dipegang teguh pada
setiap individu maka dengan sendirinya akan tercipta man-
faat media televisi dalam upaya meningkatkan kesadaran hu-

kum masyarakat.




L.

BAB 4
PENUTUP

Simpulan

Setelah mengkaji secara teoritis tentang efektivi -

tas media televisi dalam upaya meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat, maka tibalah saatnya penulis memberi-

kan simpulan sebagai berikut :

1.

2.

3

Pengaruh penyultthan hukum melalui media televisi dalam
upaya meningkatkan kesadaran hukum belum memenuhi ha-
rapan masyarakat Kota Madya Ujung Pandang karena dise-
babkan terbatasnya penyajian acara yang dilakukan ha-
nya sekali sebulan.

Media televisi yang berfungsi sebagai audio-visual ma-
syarakat adalah sangat besar pengaruhnya dibanding de-
ngan media-media lainnya, tetapi oleh karena sangat
terbatasnya waktu penyajian acara penyuluhan hukum, ma-
ka kesadaran ini mengakibatkan media televisi  belua
efektif dalam motivasi para pemirsa untuk lebih me-
ningkatkan kesadaran hukumnya, bahkan kadang-kadang
acara yang disajikan bertentangan dengan kesadaran hu-
kum masyarakat. .

Materi acara serta penyajiannya melalui media televisi
yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat belum
tepat pada sasaran. Ini disebabkan karena materi aca-

ra yang disajikan tidak menyentuh sendi-sendi kehidup-
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an dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyara-
kat.

Salah satu faktor penyebab sehingga media televisi ti-

- dak efektif di dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat adalah kurang penelitian lapangan mengenai
kebutuhan hukum masyarakat. Ini seharusnya mutlak .dila-
kukan agar penentuan materi acara yang hendak disajikan
benar-benar langsung mempengaruhi pola pikir, sikap dan
perilaku masyarakat.

Penyebab lain sehingga media televisi ©belum efektif
dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

adalah kurangnya contoh-contoh yang diberikan melalui
perilaku nyata manusia; dan yang 1lebih banyak adalah

acara yang bersifat teoritis atau ideal.

4.2 S aran

1.

Adapun saran yang penulis berikan adalah :
Untuk mencapai saran yang lebih tepat bagi upaya me-
ningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui siaran
media televisi, kiranya pemilihan materi yang disajikan
harus diambil dari hasil penelitian terhadap masyarakat
Sebaiknya para ahli hukum turut mengambil peranan besar
dan aktif dalam memilih serta menentukan materi acara

penyluhan hukum, Sebab jika tidak maka akan  berakibat

Jelek dan tentunya materi acara bersifat mengambang.
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